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ABSTRACT 
 
In this study the authors discuss one of the problems of employment, especially 
nurses should receive particular attention in the face of the ASEAN Economic 
Community (AEC). For the purpose of this study to analyze the regulation of 
nursing has fulfilled the principles of legal protection of nurses in the face of the 
ASEAN Economic Community (AEC) and to analyze and provide solutions 
related to legal protection against nurses in the face of the ASEAN Economic 
Community (AEC). The research method uses this kind of research is normative 
juridical and approach used in this study is the historical approach (historical 
approach), the approach of law (statute approach), and the conceptual approach 
(conceptual approach). Results from this research that the regulation of nursing in 
facing the ASEAN Economic Community (AEC) do not meet the principles of 
legal protection legal protection of both preventive and repressive towards nurses. 
And forms of legal protection against nurses in the face of the ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015 by way of a nurse foreign nationals are prohibited 
from running independent practice and / or open kanntor nurse services or 
representatives in Indonesia; Office of independent nursing practice and health 
care facilities can employ nurses foreign nationals as employees or experts with 
government permission nurse organizations on the nursing profession; Nurses 
foreign nationals are required to provide nursing services free of charge for a 
certain time to the world of education and training of the health sector. 
Keywords: Legal Protection, Nurse, ASEAN Economic Community (AEC). 
 
ABSTRAK 
 
Dalam penelitian ini penulis membahas salah satu masalah tentang 
ketenagakerjaan khususnya perawat yang harus memperoleh perhatian khusus 
dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Tujuan penelitian ini 
Untuk menganalisa pengaturan tentang keperawatan telah memenuhi prinsip-
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prinsip perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC) dan untuk menganalisa dan memberikan solusi 
terkait perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian 
ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-
undangan  (statute approach), dan pendekatan konseptual  (conceptual approach). 
Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan tentang keperawatan dalam menghadapi 
ASEAN Economic Community (AEC) belum memenuhi prinsip-prinsip 
perlindungan hukum perlindungan hukum baik preventif dan represif terhadap 
perawat. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi 
ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dengan cara perawat warga negara 
asing dilarang menjalankan praktik mandiri dan/atau membuka kanntor jasa 
perawat atau perwakilannya di Indonesia; Kantor praktik keperawatan mandiri 
dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempekerjakan perawat warga negara 
asing sebagai karyawan atau tenaga ahli perawat atas izin pemerintah dengan 
rekomendasi organisasi profesi perawat; Perawat warga negara asing wajib 
memberikan jasa perawat secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada 
dunia pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, ASEAN Economic Community 
(AEC). 
 
Latar Belakang 
Latar belakang terbentuknya ASEAN Economic Community  (AEC) 
bermula keadaan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menghancurkan 
perekonomian dan melahirkan perubahan-perubahan sosial politik di sebagian 
negara ASEAN, merupakan penggerak utama seperti Indonesia dan Thailand, 
sehingga dalam perundingan untuk liberalisasi sektor jasa di level ASEAN pun 
tidak berlangsung dengan efektif saat itu. Setelah negara-negara ASEAN mulai 
pulih dari guncangan krisis Asia,  negara-negara ASEAN kembali melihat potensi 
ASEAN untuk memajukan kesejahteraan masing-masing negara. Dalam konteks 
inilah muncul inisiatif-inisiatif baru untuk membuat ASEAN lebih efektif dan 
terintegrasi. Inisiatif-inisiatif inilah yang kemudian berujung pada 
dideklarasikannya ASEAN Concord II (atau “Bali Concord II”) pada bulan 
Oktober 2003. Semua pemimpin anggota ASEAN dalam hal ini bersepakat dalam 
menciptakan suatu masyarakat ASEAN yang terdiri dari tiga pilar ASEAN yaitu 
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1. Komunitas Keamanan ASEAN, 2. Komunitas Ekonomi ASEAN dan 3. 
Komunitas Sosial Budaya ASEAN.4 
Pada saat itulah leberalisasi atau pembebasan pada sektor jasa pada 
ASEAN sudah menemukan saatnya. Dalam Bali Concord II menyatakan secara 
egas bahwa liberalisasi sektor jasa adalah salah satu elemen penting di dalam 
integrasi ASEAN. KTT ASEAN Ke-13 pada  bulan November 2007 menyepakati 
diadopsinya Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Blueprint) sebagai 
dokumen dalam perencanaan yang mnyeluruh demi terwujudnya masyarakan 
keamanan ASEAN. Dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa ASEAN bukan 
cuma menjadi satu pasar tunggal (single market), namun juga satu basis produksi 
tunggal (single production base) yang mensyaratkan aliran faktor-faktor produksi 
yang bebas, termasuk modal dan tenaga kerja terampil.5 
Cetak Biru ini merupakan  milestone penting dalam liberalisasi sektor jasa 
di ASEAN karena menjadi titik balik untuk meninggalkan pendekatan  “request 
and offer”  yang berlarut-larut dan menetapkan target-target yang jelas dan terukur 
dalam melakukan proses liberalisasi sektor jasa ASEAN.6 
Dalam  hal untuk mendukung liberalisasi atau pembebasan pada sektor 
jasa ini, yang paling penting terkait peredaran dan perpindahan tenaga kerja 
terampil, negara-negara anggota ASEAN meyetujui dan menandatangani MRA 
(Mutual Recognition Agreement) yang ditandatangani pada 19 Nopember 2007. 
dimana MRA jasa tersebut yang berasaskan fairness/keadilan. Pada intinyta 
terdapat beberapa hal yang mendasari tentang MRA. Pertama, negara yang 
nantinya merupakan tujuan atau negara yang nantinya akan menerima mengakui 
kualifikasi ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan untuk menyokong 
liberalisasi sektor profesional dan serta berbagai muatan pelatihan yang 
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didapatkan dari negara pengirim atau negara asal dari tenaga kerja terampil.  
Kedua, negara asal dari tenaga kerja terampil diberikan otoritas untuk menerima 
dan mengesahkan kualifikasi serta pelatihan dengan cara memberikan gelar 
diploma atau sertifikat.  Ketiga, pengakuan dari negara asal tidak bersifat 
otomatis. Terdapat proses untuk menentukan standar dan ketentuan persyaratan 
lainnya yang penerapannya baik di negara penerimatenaga kerja terampil maupun 
di negara asal.  Oleh karena itu MRA tidak semerta merta langsung memberikan 
hak kepada tenaga kerja terampil untuk melaksanakan suatu profesi. Pengakuan 
tidak memberikan jaminan kepada tenaga kerja terampil bahwa akan terdapat 
akses pasar. Sehingga menjadikan indikasi persoalan terkait tenaga kerja terampil 
di level regional. Akan tetapi MRA merupakan salah satu bentuk awal yang 
penting dalam lalu lintas dan  perpindahan tenaga kerja terampil itu. Sejauh yang 
dapat dicermati, capaian  ASEAN dalam kaitan dengan MRA ini cukup baik. Pada 
saat ini terdapat beberapa disepakti  8  MRA  dan MRA Framework, yaitu 1. MRA 
untuk jasa teknik; 2. arsitek; 3. jasa perawatan; 4. praktisi medis; 5. praktisi 
gigi/dokter gigi; 6. jasa akuntan; 7. penyigian (surveying).7 
Permasalahan  yang muncul adalah kuantitas dan kualitas menjadi 
pantauan utama dalam menilai kendala jasa keperawatan Indonesia dapat ikut 
bersaing dalam pasar ASEAN. Perbedaan antara kebutuhan dan  ketersediaan 
SDM ini, yang nantinya menjadi persoalan yang bukan hanya terkait kebutuhan 
untuk meningkatkan daya saing melainkan juga memenuhi kebutuhan dalam 
negeri. Dalam hal kualitas, kita harus mengakui bahwa tenaga perawat Indonesia 
memiliki kelemahan bahasa. Selain itu, pada standar nasional yang belum menjadi 
ketentuan baku terhadap profesi perawat, meliputi definisi profesi perawat yang 
terlalu umum  dan tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah  (domestic regulation) seperti proses sertfikasi  dan jenjang pendidikan 
keperawatan memperlemah posisi Indonesia dan belum terbentuknya pengaturan 
secara teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur 
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secara jelas tentang perawat. Sehingga belum terbentuknya regulasi teknis 
tersebut perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi masyarakat 
ekonomi ASEAN sangat lemah. Dengan melihat permasalahan tersebut maka 
untuk penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC)”. Permasalahan adalah apakah pengaturan tentang 
keperawatan telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap 
perawat dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) dan bagaimana 
bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis 
(historical approach), pendekatan perundang-undangan  (statute approach), dan 
pendekatan konseptual  (conceptual approach). 
Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan 
Bahan Hukum Sekunder, sedangkan sumber bahan hukum  yaitu Sumber Bahan 
Hukum Primer dan Sumber Bahan Hukum Sekunder, Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum  yaitu Bahan Hukum Primer Studi Kepustakaan (library research) dimana 
mencari dan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam 
penelitian ini dan Bahan Hukum Sekunder Dokumentasi dimana pengambilan 
bahan hukum yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang dimaksud dengan 
dokumen ialah sumber bahan hukum yang dapat digunakan  untuk memperkuat 
bahan hukum primer. 
Pembahasan 
A. Pengaturan Keperawaratan dalam Hukum Nasional yang Mencerminkan 
Prinsip Perlindungan Hukum untuk Perawat dalam Menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC) 
Berdasarkan teori dari Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa 
perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan perlindungan hukum bagi 
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rakyat terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 
represif. 
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum ini bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga upaya yang dilakukan lebih 
difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sekaligus untuk 
menghindari munculnya akibat dari suatu masalah. Sedangkan perlindungan 
hukum repsresif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan 
permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan ini baru akan dilakukan 
pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung. Dengan demikian perlindungan 
yang diberikan lebih ditekankan pada upaya untuk mencari penyelesaian sengketa 
dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki para pihak.8 Maka 
pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam 
menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) dibagi atas perlindungan 
hukum preventif dan perlindungan hukum represif.  
1. Perlindungan hukum preventif 
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum ini bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga upaya yang dilakukan lebih 
difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sekaligus untuk 
menghindari munculnya akibat dari suatu masalah. Dalam implementasinya 
bentuk perlindungan ini adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-
undangan yang bersifat regulatif. Negara diharapkan mengaplikasikan tujuan 
dibentuknya peraturan perundang-undangan yakni melindungi segenap bangsa 
Indonesia. Bentuk perlindungan ini dapat ditemukan, di antaranya: 
a. Perlindungan hukum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 
Perlindungan terhadap perawat berlandaskan pada Undang_undang Dasar 
1945, Pembukaan, Alinea keempat berbunyi: 
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. 
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 Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” 
sehingga diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Akan 
tetapi dari kata “melindungi” di dalamnya terkandung pula asas perlindungan 
hukum pada segenap bangsa yaitu bagi segenap bangsa tanpa kecuali. 
 Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 
ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945yang berbunyi: 
 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”. 
Dari dasar hukum diatas bahwa pada prinsipnya setiap warga negara 
Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak di Indonesia. 
Pekerjaan tersebut merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang dan 
merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh. Sehingga peran negara 
dalam menjamin dan melindungi pekerjaan setiap warga negaranya khususnya 
terpenuhinya dan melindungi pekerjaan perawat Indonesia. 
Penjelasan autentik pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 ini berbunyi: “Telah 
Jelas, pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara”. Selanjutnya untuk 
melaksanakan amananat UUD NRI 1945 melindungi segenap bangsa, dalam hal 
ini khususnya pekerjaan perawat di Indonesia. Sehingga sudah jelas bahwa dasar 
diatas merupakan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang mengatur, 
memenuhi dan melindungi pekerjaan warga negaranya khususnya perawat dalam 
menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. 
b. Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Keperawatan 
Pada tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Keperawatan lahir. Undang-Undang ini berisi tentang  sejumlah ketentuan 
yang bertujuan untuk memberikan dan memenuhi perlindungan hukum pada 
perawat. Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk meningkatkan mutu 
Pelayanan Keperawatan, memberikan pelindungan meningkatkan mutu Perawat, 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kepastian hukum kepada 
Perawat dan Klien. 
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Dalam tujuan tersebut dapat kita lihat bahwa ketentuan tersebut berfungsi 
untuk melindungi setiap perawat yang ada di Indonesia. Khususnya untuk 
melindungi perawat Indonesia menghadapi ASEAN Economic Community 
(AEC). Konsep perlindungan hukum terhadap perawat Indonesia dalam peraturan 
ini diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
2014 tentang Keperawatan yaitu:9 
Dalam ketentuan diatas dijelaskan bahwa setiap perawat 
berkewarganegaraan asing yang nantinya akan melaksanakan praktek di Indonesia 
wajib mengikuti dan menjalankan evaluasi kompetensi. Evaluasi kompetensi 
tersebut meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan 
untuk melakukan praktik. Dalam hal penilaian kelengkapan pengadministrasian 
terdiri dari berbagai penilaian keasahan ijasah oleh menteri yang bergerak dan 
menjalakan pemerintahan di sektor pendidikan, surat keterangan sehatfisik serta 
mental dan surat pernyataan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam 
etika profesi. Sedangkan penilaian berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan 
praktek dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti dan melaksanakan 
program sertifikat kompetensi dan evaluasi kompetensi. Dan yang terakhir 
perawat berkewarganegaraan asing wajib memenuhi persyaratan lain yang relevan 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 
Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa perawat asing yang nantinya 
akan bekerja di Indonesia tidak semerta-merta dapat langsung menjalankan 
praktik di Indonesia akan tetapi harus mengikuti persyaratan yang ada dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan ini yaitu harus mengikuti evaluasi 
kompetensi. Evaluasi kompetensi tersebut dilakukan melalui penilaian 
kemampuan untuk melakukan praktik yang nantinya penilaian tersebut dinyatakan 
dengan surat keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan 
sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan surat tanda pengesahan 
dari kompetensi setiap perawat yang dinyatakan lulus dari uji kompetensi untuk 
melaksanakan praktik keperawatan. Sedangkan uji kompetensi tahapan 
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pengukuran atas pengetahuan, dan keterampilan, serta perilaku dari setiap peserta 
didik dari perguruan tinggi yang menyelnggarakan setiap program studi 
Keperawatan. 
Sehingga dalam hal ini terkait sertifikat kompetensi diberikan kepada 
mahasiswa pendidikan vokasi perawat yang telah lulus ujian kompetensi. Artinya 
dalam peraturan ini perawat asing yang nantinya bekerja di Indonesia harus 
mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di 
Indonesia. Sedangkan dalam Mutual Recognition Arrangement on Nursing 
Services  menyebutkan bahwa perawat dari suatu negara ASEAN diperolehkan 
untuk praktek di negara-negara ASEAN yang lain dimana salah satunya memiliki 
sertifikat izin praktek yang diterbitkan oleh  NRA negara asalnya. Sehingga dalam 
hal ini dengan ketentuan ini perawat asing dapat langsung praktik jika negara 
asalnya mengelurkan izin praktik tersebut. 
Akan tetapi dalam penerapan Hukum Internasional, yang berasal dari 
setiap Perjanjian Internasional terdapat dua teori, adalah teori transformasi dan 
teori delegasi. Dari teori transformasi, menyatakan bahwa hukum internasional 
yang bersasal dari setiap perjanjian internasional bisa diterapkan pada setiap 
hukum nasional apabila sudah diterapkan (ditransformasi) ke bagian dari Hukum 
Nasional, secara substansi dan formal. Teori transformasi ini berpegang pada 
paham dualisme dan pandangan positivis bahwa kaidah-kaidah Hukum 
Internasional tidak dapat secara langsung dan “ex proprio vigore” diterapkan 
dalam Hukum Nasional. Dalam hal ini dapat diterapkan atau dimasukkan ke 
dalam Hukum Nasional memerlukan tahapan inkorporasi khusus atau adopsi 
khusus.10 
Sehingga dengan teori tersebut terkait kebijakan sertifikat kompetensi 
untuk perawat warga negara asing Indonesia dapat membuat kebijakan bahwa 
untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus tunduk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dimana untuk mendapatkan sertifikat 
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kompetensi harus melalui ujian kompetensi sebagai bentuk perlindungan hukum 
terhadap perawat yang ada di Indonesia.11 
Dalam ketentuan diatas dijelaskan bahwa setiap perawat 
berkewarganegaraan  asing yang tekah dan sudah melalui proses evaluasi 
kompetensi dan serta yang akan melaksanakan praktek di Indonesia wajib 
memiliki SIPP dan STR sementara. STR sementara untuk perawat 
berkewarganegaraan  asing hanya berlaku sampai satu tahun dan akan dapat 
diperpanjang untuk satu tahun yang akan datang. Perawat berkewarganegaraan 
asing melaksanakan praktek keperawatan di Indonesia berlandaskan atas kemauan  
pengguna perawat berkewarganegaraan asing. Dalam praktik perawat 
berkewarganegaraan asing akan ditujukan guna meningkatkan kualitas perawat 
Indonesia. Sedangkan SIPP untuk perawat berkewarganegaraan asing hanya 
keberlakuannya selama satu tahun dan akan bisa  diperpanjang hanya untuk satu 
tahun yang akan datang. 
Kentuan diatas merupakan persyaratan lanjutan terkait perawat warga 
negara asing yang akan bekerja di Indonesia. Perawat berkewarganegaraan asing 
yang selesai mengikuti setiap tahapan evaluasi kompetensi dan yang nantinya 
akan melaksanakan praktek di Indonesia wajib mempunyai Surat Izin Praktik 
Perawat (SIPP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara. Surat Tanda 
Registrasi atau yang disingkat dengan  STR yaitu dokumen tertulis yang 
didaptkan dari konsil keperawatan kepada perawat yang termasuk dalam 
registrasi. Sedangkan Surat Izin Praktik Perawat atau yang di singkat dengan SIPP 
yaitu dokumen tertulis yang bersal atau diberikan pemerintah daerah 
kota/kabupaten kepada Perawat yang disampaikan atau pemberian kewenangan 
untuk melaksanakan praktik keperawatan. 
Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh 
konsil keperawatan. Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas 
secara independe. Konsil keperawatan terdapat beberapa  fungsi penetapan, 
pengaturan, serta pembinaan  perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan. 
Tugas konsil keperawatan yaitu: a. melakukan pembinaan Perawat dalam 
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menjalankan Praktik Keperawatan, b. melakukan Registrasi Perawat, c. 
menegakkan disiplin Praktik Keperawatan d. menyusun  standar praktik dan 
standar kompetensi Perawat dan e. menyusun standar pendidikan tinggi 
Keperawatan. Dalam melaksanakan tugasnya konsil keperawatan mendapatkan 
wewenang yaitu a. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan 
pelanggaran disiplin profesi Perawat,  b. menyetujui atau menolak permohonan 
Registrasi Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing, c. menerbitkan atau 
mencabut STR, e. memberikan  pertimbanganpendirian  atau penutupan Institusi 
Pendidikan Keperawatan; f. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi 
Perawat. 
Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)  adalah bukti atau dokumen tertulis yang 
didapatkan dari Pemerintah Daerah kota/kabupaten kepada setiap perawat sebagai 
yang memeberikan kewenangan kepada perawat dalam  menjalankan praktek 
keperawatan. Pemerintah Daerah kota/kabupaten dari rekomendasi pejabat 
kesehatan yang mempunyai kewenangan di kota/kabupaten pada tempat Perawat 
yang akan melaksanakan praktiknya. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan praktik 
keperawatan yang dilaksanakan oleh konsil perawat, pemerintah, pemerintah 
daerah dan Organisasi Profesi diatur pada Peraturan Menteri. Dengan penjelasan 
diatas bahwa penting segera untuk membuat peraturan pelaksana terkait peran 
konsil perawat dan pemerintah daerah dalam hal pembuatan STR dan SIPP 
dimana surat tersebut merupakan surat yang diwajibkan untuk perawat warga 
negara asing yang akan bekerja di Indonesia. Akan tetapi sampai sekarang belum 
ada Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis peran dari konsil keperawatan 
dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan 
sehingga dalam hal ini tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan terkait 
pelaksana teknis ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini tidak terdapat 
perlindungan hukum untuk perawat Indonesia dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC). Ditambah dengan ketentuan lebih lanjut mengenai 
pendayagunaan dan praktik perawat warga negara asing  yang dimanatkan dalam 
Pasal 26 belum terbentuknya Peraturan Pemerintah sampai sekarang. 
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c.  Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan 
Tenaga Kesehatan yaitu setiap orang yang nantinya mengabdikan diri pada 
bidang kesehatan yang memiliki keterampilan dan/atau pengetahuan melalui 
pendidikan di sektor kesehatan yang guna jenis tertentu dan memerlukan 
kewenangan dalam melakukan upaya dari kesehatan. Dalam peraturan perundang-
undangan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, 
mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan 
upaya kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan memberikan kepastian 
hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. 
Dalam Pasal 11 ayat (1) Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. 
tenaga medis, b. tenaga psikologi klinis, c. tenaga keperawatan, d. tenaga 
kebidanan, e. tenaga kefarmasian, f. tenaga kesehatan masyarakat, g. tenaga 
kesehatan lingkungan, h. tenaga gizi, i. tenaga keterapian fisik, j. tenaga 
keteknisian medis, k. tenaga teknik biomedika, l. tenaga kesehatan tradisional dan 
m. tenaga kesehatan lain. Dari klasifikasi ini keperawatan termasuk dalam 
kualifikasi tenaga kesehatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
ini. Sehingga perawat Indonesia juga dilindungi oleh UU tenaga kesehatan dalam 
menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). 
Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat Indonesia yang diberikan 
oleh Undang-Undang ini hampir sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
tentang Keperawatan khususnya yang mengatur tentang perawat warga negara 
asing yang akan bekerja di Indonesia.Akan tetapi terdapat pasal yang berbeda dan 
tidak diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga kesehatan yaitu:12 
Dalam ketentuan diatas dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan 
dapat mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing sesuai dengan 
persyaratan. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing dilakukan 
                                                 
 
12 Pasal 53 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 
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dengan mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu pengetahuan dan ketersediaan 
tenaga kesehatan setempat. 
Dari penjelasan diatas dapat kita lihat dalam Undang-Undang tentang 
tenaga kesehatan memberikan pertimbangan tambahan untuk mempekerjakan 
perawat asing pada fasilitas kesehatan. Dimana pertimbangan tersebut yaitu alih 
teknologi dan ilmu pengetahuan dan ketersediaan tenaga kesehatan setempat. 
Pada prinsipnya dalam kesepakatan ASEAN Economic Community 
membebaskan perdagangan jasa dan menghapuskan hambatan bagi negara 
anggota ASEAN dapat bekerja di negara anggota lainnya. Sehingga dalam hal ini 
pengaturan pertimbangan tersebut merupakan hambatan bagi warga negara asing 
yang nantinya akan bekerja Indonesia karena dalam mempekerjakan tenaga 
kesehatan dalam hal ini perawat harus mempertimbangkan tenaga perawat 
setempat. 
Menurut penulis ketentuan pertimbangan tersebut merupakan bentuk 
perlindungan hukum untuk perawat Indonesia dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC). Sebagaimana teori  Roscoe Pound dalam teori 
mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan 
kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama, menyangkut 
kepentingan pribadi (individual interest) yang terdiri dari kepentingan pribadi. 
Kedua, menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest) yang terdiri dari 
keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, 
perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, 
dan kehidupan manusia. Ketiga, menyangkut kepentingan umum (publik interest) 
berupa kepentingan negara sebagai representasi dari kepentingan masyarakat. 
Sehingga dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
oleh pemerintah kepada masyarakatnya atas sumber-sumber sosialnya atau dari 
pekerjaannya. 
d. Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit 
Rumah Sakit merupakan institusi dari pelayanan kesehatan yang nantinya 
akan menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan setiap orang secara 
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menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan rawat 
inap. Dalam pengaturan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan; memberikan perlindungan terhadap 
keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya 
manusia di rumah sakit; meningkatkan mutu dan mempertahankan standar 
pelayanan rumah sakit; dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, 
masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. 
Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat Indonesia yang diberikan 
oleh Undang-Undang ini hampir sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
tentang Tenaga Kesehatan khususnya yang mengatur tentang perawat warga 
negara asing yang akan bekerja di Indonesia yang diatur dalam pasal 14 Undang-
Undang Nomor 36 tentang Rumah Sakit yaitu:13 
Dalam ketentuan diatas dijelaskan bahwa rumah sakit akan 
mempekerjakan tenaga kesehatan berkewarganeraan asing disesuai melalui 
kebutuhan pelayanan yang ada di rumah sakit. Pendayagunaan tenaga kesehatan 
berkewarganeraan asing hanya dapat dilakukan dengan pertimbangkan 
kepentingan ilmu pengetahuan dan alih teknologi dan ketersediaan tenaga 
kesehatan yanumah sakit. Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan asing hanya 
dapat dilaksanakan untuk tenaga kesehatan berkewarganegaraan asing yang telah 
mempunyai surat ijin praktik dan surat tanda registrasi. 
Dari penjelasan diatas dapat kita lihat dalam Undang-Undang tentang 
Rumah Sakit juga memberikan pertimbangan tambahan untuk mempekerjakan 
perawat asing pada fasilitas kesehatan. Dimana pertimbangan tersebut yaitu alih 
teknologi dan ilmu pengetahuan dan ketersediaan tenaga kesehatan setempat serta 
STR dan SIPP. Menurut penulis ketentuan pertimbangan tersebut sama dengan 
kajian sebelumnya merupakan bentuk perlindungan hukum untuk perawat 
Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).  
2. Perlindungan hukum represif 
Perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa 
yang timbul. Perlindungan ini baru akan dilakukan pada saat pelaksanaan 
                                                 
 
13 Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 tentang Rumah Sakit. 
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perjanjian berlangsung. Dengan demikian perlindungan yang diberikan lebih 
ditekankan pada upaya untuk mencari penyelesaian sengketa dalam rangka 
mempertahankan hak-hak yang dimiliki para pihak.14 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk dalam rangka 
meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Diharapkan, dengan 
terbentuknya kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kawasan ini menjadi 
wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan 
basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam 
jumlah yang besar dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan darisuatu 
negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Disamping itu dengan adanya 
kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terciptanya suatu kawasan 
ekonomi dengan kompetisi tinggi yang memerlukan berbagai kebijakan, antara 
lain perlindungan tenaga kerja terampil dan penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat diselesaikan melakukan jalur 
litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh secara 
formal melalui pengadilan. Masyarakat cenderung memilih jalur ini karena 
dianggap dapat memberikan kepastian hukum karena adanya putusan hakim yang 
idependen dan tidak dapat diganggu gugat. 
Kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa menjadi hal 
penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama dalam proses 
maupun pelaksanaan eksekusisnya. Mengingat para pelaku usaha dan investor 
akan tertarik dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia apabila terdapat 
suatu kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam hal perlindungan 
represif bagi perawat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan keperawatan belum diatur secara jelas terkait penyelesaian sengketa 
nantinya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah strategis 
guna pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa pada sektor tenaga 
kerja terampil dalam menyelesaikan sengketa. Pengembangan metode alternatif 
sengketa perlu dilakukan dengan menyediakan dan menyempurnakan perangkat 
                                                 
14 Philipus M. Hadjon, Op.cit, hlm. 205. 
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hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Menghadapi 
ASEAN Economic Community (AEC) 
Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 
pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai perananan, 
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan  sasaran pembangunan 
nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan 
Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal 
yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian tenaga kerja ikut terangkat. 
Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan 
internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 
tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.15 
Dengan adanya perjanjian ASEAN Economic Community (AEC) 2015 
merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Namun 
yang perlu diingat peran hukum dalam bidang ketenagakerjaan sangat penting 
salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum untuk semua pihak yang 
terlibat dalam sistem ketenagakerjaan yang mendukung dalam bidang 
ketenagakerjaan. Tidak dapat dipisahkan hukum dengan bidang ketenagakerjaan 
merupakan konsep dari negara hukum , dimana negara hukum tersebut menurut  
pendapat Bagir Manan adapun unsur-unsur terpenting dari negara hukum, 
dikemukakan terdiri dari:16 
a. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara 
pemerintah dan warganya. 
                                                 
15
 F. Winarni, Administrasi Gaji Dan Upah, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006, 
hlm. 89. 
 
16
 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, 
Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 35. 
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b. Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus menjamin 
suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. 
c. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (spreiding van de 
staatsmacht). 
d. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia. 
e. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum. 
f. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas 
hukum (undang-undang).  
Dari uraian di atas dapat disimak bahwa adanya unsur jaminan 
perlindungan hukum dalam unsur rechtsstaat mengamanatkan agar setiap 
pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga 
negaranya dalam hal ini memberikan perlindungan hukum untuk pekerja 
khususnya pada perawat dalam mengahadapi ASEAN Economic Community 
(AEC) 2015. 
Negara berkembang seperti Indonesia sudah semestinya mengedepankan 
kewaspadaan ketenagakerjaan nasional di atas harapan berlebihan dengan 
menganggap pasar bebas sebagai satu-satunyajalan. Pasar bebas ini sebenarnya 
jalan bagi negara maju untuk kepentingan negaranya sendiri,ini terbukti dengan 
negara maju yang terus mendorong kerjasama-kerjasama regional salah satunya 
membentuk ASEAN Economic Community (AEC) 2015.17 
Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) 2015 pada awalnya 
pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 
2006 di Kuala Lumpur, Malasya, sepakat untuk mengembangkan ASEAN 
Economic Community (AEC) Blueprint yang merupakan panduan untuk 
terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community (AEC) 
Blueprint, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal 
strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang 
terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 
                                                 
17
 Lukman Hakim, WTO Ancaman bagi Buruh dan Industri Nasional, Global Justice 
Update, Tahun ke 7/ Edisi ke-4 Desember, 2009, hlm. 117. 
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2014-2015. Penandatanganan AEC Blueprint dilakukan bersamaan dengan 
Penandatanganan piagam ASEAN (ASEAN Charter).18 
ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint merupakan pedoman 
bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-
masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint 
tersebut. AEC blueprint memuat empat kerangka utama seperti yairtu: 
1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan 
elemen aliran jasa, investasi, bebas barang, aliran modal yang lebih bebas dan 
tenaga kerja terdidik. 
2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya sasing ekonomi yang tinggi dengan 
elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan 
intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dam e-commerse; 
3) ASEAN sebagai kawasan degan pengembangan ekonomi yang memadai dan 
merata dengan berbagai komposisi pengembangan UKM, dan prakarsa 
integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos 
dan Vietnam); dan 
4) ASEAN sebagai kawasan yang berintegrasi yang menyeluruh dengan 
perekonomian yang secara global dengan elemen pendekatan yang koheren 
dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta 
dalam jejaring produksi global. Dari empat pilar tersebut, saat ini pilar 
pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya pada 
pemaparan selanjutnya pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif. 
Dampak perjanjian ASEAN Economic Community (AEC) terhadap sektor 
tenaga kerja terampil salah satunya perawat ini sebagaibukti bahwa Indoensia 
kurang waspada dalam menghadapi perdagangan bebas pada umumnya. Kekurang 
waspadaan ini berusaha di tebus dengan mberikan perlindungan hukum kepada 
perawat berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum untuk 
perawat sudah diberikan hukum nasional sekarang. Akan tetapi ternyata ini belum 
dapat maksimal memberikan perlindungan hukumnya yang ditinjau dari 
                                                 
18Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic 
Commonity 2015, http://ditjenkpi.depdag.go.id., diakses 4 April 2015 Pukul 08.00 WIB. 
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substansinya dikarenakan beberapa hal yang pertama sampai sekarang belum ada 
Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis peran dari konsil keperawatan dan 
pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan 
khususnya perawat warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia sehingga 
dalam hal ini tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan terkait pelaksana 
teknis ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini tidak terdapat perlindungan 
hukum untuk perawat Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC). 
Kedua ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik 
perawat warga negara asing  yang dimanatkan dalam Pasal 26 belum terbentuknya 
Peraturan Pemerintah sampai sekarang . Ketiga peraturan perundang-undangan di 
Indonesia yang mengatur tentang kperawatan khususnya dalam hal mengharuskan 
mendapatkan sertifikat kompetensi di Indonesia bertentangan dengan Mutual 
Recognition Arrangement on Nursing Services yang merupakan kesepakatan antar 
negara ASEAN. Kempat persyaratan pertimbangan alih teknologi dan ilmu 
pengetahuan dan ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Pada prinsipnya dalam 
kesepakatan ASEAN Economic Community membebaskan perdagangan jasa dan 
menghapuskan hambatan bagi negara anggota ASEAN dapat bekerja di negara 
anggota lainnya. Sehingga dalam hal ini pengaturan pertimbangan tersebut 
merupakan hambatan bagi warga negara asing yang nantinya akan bekerja 
Indonesia karena dalam mempekerjakan tenaga kesehatan dalam hal ini perawat 
harus mempertimbangkan tenaga perawat setempat. Dimana konsep dari ASEAN 
Economic Community (AEC) 2015 membebaskan aliran barang dan jasa dalam 
hal ini tenaga terampil membebaskan hambatan-hambatan dari negara tujuan. 
Untuk memaksimalkan perlindungan hukum nasional terhadap perawat 
dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 diperlukan 
adanya gagasan konsep atau bentuk perlindungan hukum sehingga perlindungan 
hukum yang ada tidak lagi bertentangan dengan kesepakatan dalam ASEAN 
Economic Community (AEC) 2015 itu sendiri yang mana apabila bertentangan 
dapat menimbulkan pertentangan dengan negara lain. Untuk mewujudkan bentuk 
perlindungan hukum ini perlu memperhatikan 5 syarat hukum yang kondusif bagi 
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ketenagakerjaan yaitu pertama, bahwa hukum menjaga keseimbangan dan 
berlaku sama di hadapan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. 
Kedua, akibat suatu hukum dapat diprediksi ke depannya. Hal ini penting bagi 
semua perawat. Ketiga, bahwa dapat dirumuskan dengan keadilan yaitu 
persamaan di depan hukum, standar sikap pemerintah dan adil untuk semua pihak 
dalam ketenagakerjaan. Keempat, bahwa harus bermuatan pendidikan hukum dan 
yang kelima, bahwa aturan hukum dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku 
sama bagi semua pihak dan dapat diramalkan akibat hkumnya. 
Adapun kelima syarat ini terpenuhi maka perlindungan hukum preventif 
maupun represifakan juga terpenuhi. Terpenuhinya unsur bahwa hukum memiliki 
potensi menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan yang saling 
bertentangan, mencerminkan keadilan, bermuatan pendidikan khususnya 
pendidikan hukum akan membentuk kepastian hukum. Dengan kepastian hukum 
maka perlindungan hukum preventif akan terpenuhi karena dapat mencegah 
terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika dua unsur lainnya yaitu hukum yang 
dapat diprediksi ke depannya dan dapat meramalkan bagaimana berfungsinya 
sistem ketenagakerjaan maka akan tercipta pula hukum perlindungan hukum 
represif yaitu perlindungan setelah terjadinya sengketa dapat pula terwujud. 
Hukum yang dapat diprediksi ke depannya maka akan dapat sekaligus 
merumuskan bentuk penyelesaian sengketa, sebab suatu kesepakatan seringkali 
tidak bisa dipisahkan dengan adaya sengketa dikemudian hari. 
Inti dari perlindungan hukum, yang dalam tesis ini adalah perlindungan 
hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN Economic Community 
(AEC) 2015 adalah kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang 
diperlukan adalah hukum yang rasional. Max weber menyatakan bahwa legalitas 
diperlukan dalam mensukseskan pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Weber 
legalitas diperlukan adanya hukum rasional. Jika dilihat klasifikasi sistem hukum 
Weber berdasarkan hukum dibuat dan ditemukan maka ada, formal irrasional, 
substansi irrasional, substansi yang sesungguhnya dan formal rasional, sistem 
hukum formal yang rasional ini yang kemudian melahirkan hukum rasional yang 
memenuhi rasionalitas secara logika formal yang didasarkan pada: 
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a. Pertimbangan dari kasus tertentu; 
b. Aturan yang sudah jelas; 
c. Formal berdasarkan keputusan hakiki dalam sistem hukum; 
d. Logis artinya aturan/prinsip dari pikiran sistem hukum harus didasarkan pada 
pertimbangan yang logis; 
e. Meluasnya keputusan kasus spesifik yang artinya bahwa keputusan didasari 
oleh logika deduktif dari aturan/prinsip yang sudah ada. 
Indonesia sebagai negara berkembang memang sebaiknya masih terus 
memperbaiki hukumnya. Hukum di tengah-tengah negara yang sedang 
membangun merupakan hal yang sangat sentral karena berkaitan erat dengan 
fungsinya yang membantu untuk menentukan arah pembangunan yang pada 
umumnya tertinggal dari negara-negara maju.19 
Untuk mewujudkan hukum yang representatif dalam ketenagakerjaan yaitu 
hukum yang berkepastian sehingga dapat memberikan perlindungan hkum 
preventif maupun represif dari sisi substansi maka diperlukan peran aktif 
pemerintah dalam merumuskan substansi yang memberikan perlindungan hukum 
khususnya terhdap perawat ASEAN Economic Community (AEC) 2015. 
Pembangunan ketanagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan 
dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah artinya asas 
pembangunan ketanagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan 
nasional khususnya asas demokrasi pancasila serta asas adil dan merata. 
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan 
dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. 
Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam 
bentuk kerjasama yang saling mendukung. 
Salah satu bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam 
pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan pembentukan hukum. Hukum ini 
yang kemudian diharapkan perlindungan hukum terhadap tenaga terampil di 
dalam negeri, khususnya perawat karena mereka yang nantinya akan mendapatkan 
                                                 
19 Jonker Sihombing, Peran dan Apek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 
Alumni, Bandung, 2000, hlm. 7. 
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dampak yang cukup besar dalam menghadapi ASEAN Economic Community 
(AEC) ini, yang mana perawat dan AEC ini merupakan komponen dalam 
pembangunan nasional Indonesia. 
Dalam Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services setiap 
perawat dari suatu negara ASEAN diperbolehkan untuk praktek di negara-negara 
ASEAN yang lain jika memiliki kualifikasi-kualifikasi perawat yang diakui oleh  
Nursing Regulatory Authority (NRA) negara asalnya maupun negara tujuannya; 
memiliki sertifikat izin praktek yang diterbitkan oleh  NRA negara asalnya; telah 
aktif praktek sebagai  perawat di negara asalnya tidak kurang dari tiga tahun, 
sebelum proses aplikasi perawat tersebut ke negara tujuannya; tercatat di negara 
asalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar standar etika praktek 
perawat, baik standar lokal maupun internasional; tunduk terhadap peraturan yang 
telah dibuat NRA negara asalnya; dapat memenuhi persyaratan yang diberikan 
oleh NRA negara tujuannya, dan tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat oleh 
NRA negera tujuan tersebut. Sehingga dapat dikatan bahwa setiap perawat yang 
bersal dari negara anggota ASEAN dengan memenuhi persyratan diatas dapat 
bekerja di setiap negara anggota ASEAN yang nantinya akan dituju. Sehingga 
dengan keadaan tersebut perlu adanya perlindungan hukum oleh pemerintah untuk 
melindungi perawat yang ada di Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC). 
Perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC) sebagaimana diuraikan diatas di atas memang tidak 
dibenarkan jika peraturan yang memberikan perlindungan justru bertentangan 
dengan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services itu sendiri, tetapi 
masih banyak bentuk perlindungan hukum yang bisa ditempuh salah satunya 
dengan kebijakan internal yang tidak ada kaitannya dengan perjanjia internasional 
dan hubungan dengan negara lain tetapi tetap memberikan perlindungan hukum 
pada perawat Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 
seperti perawat warga negara asing dilarang menjalankan praktik mandiri dan/atau 
membuka kanntor jasa perawat atau perwakilannya di Indonesia; Kantor praktik 
keperawatan mandiri dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempekerjakan 
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perawat warga negara asing sebagai karyawan atau tenaga ahli perawat atas izin 
pemerintah dengan rekomendasi organisasi profesi perawat; Perawat warga negara 
asing wajib memberikan jasa perawat secara cuma-cuma untuk suatu waktu 
tertentu kepada dunia pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan. 
Dengan konstruksi hukum semacam ini maka perawat warga negara asing 
secara tegas dilarang untuk berpraktik dan/atau membuka kantor keperawatan 
mandiri atau perwakilannya di Indonesia. Hal ini pada prinsipnya tidaklah 
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam MRA dan tiap-tiap negara 
memiliki regulasinya masing-masing terkait perawat warga negara asing. Jepang 
misalnya mengatur bahwa perawat asing dari negara lain dapat berpraktik di 
Jepang apabila telah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh otoritas jepang 
dan sama sekali tidak ada ketentuan di Jepang yang mengatur bahwa perawat 
yang berpraktik di Jepang haruslah berkewarganegaraan Jepang. 
Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga mengatur secara jelas bahwa 
“Warga Negara” berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan, melainkan tidak bagi  “Setiap Orang”, sehingga dalam hal ini hak 
konstitusional bagi pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan untuk 
kemanusiaan, dalam hal ini khususnya dalam memilih profesi sebagai perawat 
yang cuma untuk diperuntukkan bagi seluruh warganegara Indonesia. 
Sehingga dengan penjelasan diatas warganegara asing  tidak mempunyai 
kebebasan dan menikmati hak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan bagi 
seluh warga negara Indonesia, maka dalam hal ini warganegara asing dirasa perlu 
untuk melaksanakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di 
Indonesia sehingga warganegara asing harus tunduk pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Keperawatan. Warganegara 
asing tidak dapat menyatakan bahwa pembatasan hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak seluruh waraga negara Indonesia di Indonesia yang 
nantinya diatur dalam UU Keperawatan bertentangan dengan UUD 1945 dikarena 
dalam pandangan konstitusi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakyang 
diatur dalam konstitusi tersebut hanya diperuntukkan bagi “warga Negara”, bukan 
bagi “Setiap orang”. 
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Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari tujuan pembentukan suatu 
Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 
1945 yakni20. Pengaturan dan pembatasan hak perawat warga asing untuk dapat 
berpraktik dan/atau membuka kantor keperawatan mandiri atau perwakilannya di 
Indonesia penulis pandang harus dimasukkan dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan untuk melindungi eksistensi dan 
pemberdayaan peran perawat domestik serta guna menghindari adanya praktik 
liberalisasi jasa perawat yang akan bersifat kontra produktif dengan terjaminnya 
kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam memperoleh kesehatan. Serta segera 
untuk membentuk peraturan pelaksananya dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC) 2015. 
Simpulan 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam tesis ini, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengaturan tentang keperawatan dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community (AEC) belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum 
perlindungan hukum baik preventif dan represif terhadap perawat.  
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi ASEAN 
Economic Community (AEC) 2015 dengan cara perawat warga negara asing 
dilarang menjalankan praktik mandiri dan/atau membuka kanntor jasa perawat 
atau perwakilannya di Indonesia; Kantor praktik keperawatan mandiri dan 
fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempekerjakan perawat warga negara 
asing sebagai karyawan atau tenaga ahli perawat atas izin pemerintah dengan 
rekomendasi organisasi profesi perawat; Perawat warga negara asing wajib 
memberikan jasa perawat secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu 
kepada dunia pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan. 
 
 
 
                                                 
20
 Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” 
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